SISTEM POLITIK INDONESIA

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Syarat menjadi Presiden :

Ps. 6 : 1 UUD ’45 Amandemen ke-3 ( “Warga Negara Indonesia asli” ( warga negara Indonesia yang lahir dari bapak / ibu WNI (natural born citizen). Mereka yang mendapat kewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan, perkawinan, pengangkatan anak dsb diluar karena lahir sebagai warga negara tidak dapat menjadi presiden atau wapres.

(seharusnya dimuat juga mengenai usia, dan tempat tinggal di Indonesia serta pendidikan)

Masa Jabatan 

Presiden dan Wapres ditentukan paling lama 2x berturut-turut, sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

Namun Presiden pengganti berdasarkan amandemen ke-3 UUD ’45 Ps. 8 ditentukan tidak boleh lebih dari 10 tahun berdasarkan perubahan pertama ps. 7 UUD ’45.

Tugas dan wewenang Presiden

· Sebagai kepala negara ( meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan, mirip dengan kewenangan kaisar dan ratu, tidak bersangkut dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan.

· Melangsungkan perjanjian dengan negara lain

· Mengadakan perdamaian dengan negara lain

· Menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau bencana nasional

· Mengumumkan perang dengan negara lain

· Mengangkat, melantik dan memberhentikan duta serta konsul untuk negara lain

· Menerima surat kepercayaan dari negara lain melalui duta serta konsul

· Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tingkat nasional

· Pemegang kendali tertinggi atas AL, AD, dan AU serta Kepolisian

· Sebagai Kepala Pemerintahan ( fungsi sebagai penyelenggara tugas eksekutif :
· Memimpin kabinet

· Mengangkat dan melantik serta memberhentikan menteri-menteri

· Mengawasi pelaksanaan pembangunan

Kekuasaan Presiden adalah :

· Bidang Legislative :

1. Membuat undang-undang

2. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang

3. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang

· Bidang Yudikatif ( presiden berhak memberikan grasi, abolisi, amnesty, rehabilitasi
Tugas dan wewenang WAPRES :
1. membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya

2. menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia atau dilengserkan

3. memperhatikan secara khusus, menampunga masalah-masalah, mengusahakan pemecahan yang menyangkut bidang KESRA

4. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan

Keterangan PENTING !!!
1. Kekuasaan presiden mengesahkan RUU yang telah mendapat persetujuan dari DPR

Presiden wajib mengesahkan / menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui DPR paling lambat 10 hari sejak tanggal persetujuan, kalau tidak maka RUU akan menjadi UU seperti telah disahkan presiden, dan harus dimuat dalam Lembaran Negara.(perubahan ke-2 ps. 20 ayat 5)

Kalau terjadi penolakan :

DPR dapat mengadakan pemungutan suara ulang untuk menyatakan “setuju” / “tidak setuju” atas RUU tsb. Kalau 2/3 anggota DPR setuju ( RUU menjadi UU tanpa pengesahan presiden dan haruus dimuat dalam lembaran negara. Tidak ada pembahasan kembali.

2. Kekuasaan Presiden membuat PERPU

PERPU selayaknya ditiadakan dari system perundang-undangan nasional karena kalau dipertahankan harus dibuat peraturannya dalam UUD ’45 seperti :

· harus dapat menunjukkan secara nyata keadaan hal-ikhwal kegentingan yang memaksa

· PERPU hanya merupakan alat setelah negara / sebagian negara dinyatakan dalam keadaan bahaya

· PERPU ditetapkan bila DPR sedang reses
3. Kekuasaan Presiden menyatakan NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA ATAU BENCANA

Sebelum menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau bencana, Presiden harus mendengar pertimbangan DPR atau bila dalam keadaan yang sangat darurat dan tidak sempat mendengar pertimbangan atau bersidang, maka Presiden berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau bencana secara terbatas. 

4. Kekuasaan Presiden menyatakan persetujuan PERANG DAN MEMBUAT PERDAMAIAN DENGAN NEGARA LAIN

Presiden berhak menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain setelah mendengar persetujuan dari DPR.

Dalam hal perjanjian dengan negara lain berupa “ executive agreement” terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.

5. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Presiden dan wapres diberhentikan dalam masa jabatan karena melakukan pengkhianatan, menerima suap, korupsi,  atau tindakan pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Dapat juga berhenti atau diberhentikan bila tidak memenuhi satu, beberapa, atau seluruh syarat presiden dan wapres.

6. PENGANGKATAN MENTERI

Menteri yang diangkat harus lebih dahulu mendapat pemeriksaan dan persetujuan DPR, tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7. Bila PRESIDEN DAN WAPRES secara serentak mangkat, berhenti,  atau tidak dapat melakukan tugas kewajibannya PRESIDEN DIGANTI OLEH KETUA MPR, KALAU TIDAK ADA OLEH KETUA DPR.

PEMILIHAN PRESIDEN : LANGSUNG VS TIDAK LANGSUNG (MELALUI MPR) :
Pemilihan presiden dalam sistem pemerintahan presidential yang tidak dilakukan langsung oleh rakyat pemilih tetapi diserahkan kepada suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengandung beberapa problem : 

1. Konsep pemilihan presiden oleh MPR menimbulkan beban pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kekuasaan presiden yang dapat membawa jatuhnya presiden dalam masa jabatannya jika pertanggungjawaban tidak diterima oleh MPR. Ini menunjukan sistem pemerintahan  dan secara khusus hubungan Presiden  dengan lembaga perwakilan rakyat baik DPR maupun MPR merupakan hubungan yang in between antara sistem  parlemen disatu sisi dengan sistem presidensial disisi lain. Parlemen dimana eksekutif dapat jatuh dari jabatannya kapan saja karena hilangnya dukungan parlemen. Pola hubungan seperti ini harus segera diakhiri. Jika  hendak meletakkan dominasi kekuasan negara atas prinsip kedaulatan rakyat ditangan lembaga perwakilan rakyat, maka prinsip-prinsip sistem parlementerlah yang harus dipakai. Tetapi jika hendak mempertahankan sistem presidential maka pola hubungan yang seimbang antara presiden dengan lembaga perwakilan rakyat harus diterapkan.  Dan ini berarti pengangkatan presiden oleh MPR harus diubah dengan pemilihan langsung oleh rakyat agar legitimasi kekuasaan presiden tidak lagi berasal dari majelis dengan segala konsekuensinya.
2. Problem lain yang menyangkut dasar legitimasi kekuasaan presiden.  Pemilihan presiden yang dimiliki kekuasaan besar itu hanya ditentukan oleh 700 orang anggota MPR. Jika suara MPR yang memenangkan calon presiden terpilih sama dengan keinginan rakyat yang tercermin dari raihan kursi partai yang mencalonkan calon presiden dimaksud, dasar jumlah 700 suara anggota MPR tidak begitu menjadi persoalan.  Tetapi jika terjadi sebaliknya kehendak calon presiden dari sebagian besar rakyat tidak sama dengan keinginan sebagian besar anggota MPR maka dasar legitimasi atas ukuran kemauan rakyat menjadi persoalan.  Presiden terpilih akan mendapat tingkat akseptansi yang rendah di masyarakat sehingga prinsip kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah tidak terpenuhi.  
3. Pemilihan presiden yang dilakukan di MPR mudah pula untuk di manipulasi. Sejarah membuktikan dalam masa pemerintahan Orde Baru MPR telah direkayasa sedemikian rupa melalui pembuatan undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, undang-undang tentang pemilihan umum, dan undang-undang tentang partai politik.  Sehingga presiden yang berkuasa dapat terus menerus dipilih oleh MPR itu.  
Pada  masa sekarang ketika rekayasa undang-undang hampir tidak mungkin lagi karena undang-undang yang berlaku sudah terhindar dari kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak demokratis, maka manipulasi berwujud dalam dimensi yang lain.  Jual beli suara misalnya, merupakan ancaman serius proses pemilihan presiden sekarang ini di samping teror atau tekanan politik untuk menggolkan satu calon presiden tertentu. 
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